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BUPATI DOMPU

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
AUPATI DOMPU,

lenmimbang i bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7
Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik  dan Pasal 12 ayat (3)
Peraturnn Menter Dalam Negen Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelavanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negen
dan Pemenntahan  Daerah perlu diatur tata kero
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan tata
carn  pengelolaan  dan  pelayanan  informasi  dan
dokumentasi i ingkungian Pemerintah Kabupaten
Dompii,

b, bahwa tata kernja Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi dan tata cara pengelolaan dan pelayanan
informasi dimaksudkan untuk mempermudah  bam
pemerintah Daerah dan pengguna informasi dalam
memperoleh informasi serta dalam rangka pelaksanaan
pelayanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi,

¢. bahwa Dberdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b periu
menetapkan  Peraturan  Bupati  tentang  Pedoman
Pengelolann Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemenniah  Kabupaten Dompu;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tenting
Pembentukan Daernh-daerah tingkat Il dalam wilayah
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesin  Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik

B8 Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Indoniesia  Tuhun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomar 4377)
sehagaimana  telah  diubah beberapa  kali  ternkhur
dengan Undang  Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubimhan Kedua Atas Undang-Undang Nomar
32 Tehun 2004 tentang  Pemenntahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 59, Tambahan Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4844,

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan  Informast  Publik  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomaor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038) ;

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi  Perangkat Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474 1);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Peluksanann Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor
5149),

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

s
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Dacrah  sehagai unsur penyelenggara  Pemerintah
Daerah

3. Bupati adalah Bupati Dompu,

4, Sekretaris Daerah adnlah Sekretaris Daerah Kabupaten
Dompu.

5. Atasan PPID adalah Sekretans Daerah Kabupaten
Dompu.

6. Satuan Kerjn Perangkat Daernh yang selanjutnya
disingkal SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/ pengguna barang,

7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan,
dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan
pesan, balk data, fakta maupun penjelasannya yang
dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secarn elektronik ataupun nonelektronik.

8. Akses Informasi adalah  kemudahan  yang
diberikan kepada sescorang atau masyarakal untuk
memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.

9. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan,
penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar,
dan suara untuk bahan informasi publik.

10. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
suatu Badan Publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggarnan negara dan/atau

penyelenggara  dan  penyelenggaraan  Badan
Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan publik.

11.Pejabat  Pengelola  Informasi dan  Dokumentasi
Kabupaten yang selanjutnya  disingkat  PPID
Kabupaten adalah pejabat yang bertanggung jawab
dalam pengumpulan, pendokumentasian,
penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi,
dan pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Dompu.

12.Pejabat  Pengelola Informasi dan  Dokumentasi
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut PPID SKPD adalah pejabat yang melaksanakan
tugas dan fungsi scbagai PPID pada SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu.

13, Pengguna Informasi Publik adalah orang yang
menggunakan informasi publik sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang- undangan.

14, Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh
Pemerintah Kabupaten Dompu kepada masyarakat
pengguna informasi.
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15. Pengelolaan  Dokumen adalah  proses penerimaan,

penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan,
penggunaan, dan  penyajian  dokumen  secarn
sintematis,
BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Informasi dan  Dokumentasi
dimaksudkan scbagai acuan bagi PPID Kabupaten dan
setinp PPID SKPD dalam penyediaan, pengumpulan,

pendokumentasian dan  pelayanan informasi serta
penctapan  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan
Dokumentasi.

Pasal 3
Tujuan disusunnya Pedoman pengelolaan dan pelayanan
Informasi agar !

a.PPID mampu  menyediakan,  mengumpulkan,
mendokumentasikan dan menyampaikan informasi
tentang kegiatan dan produk unit kerjanya secara
akurat dan tidak menyesatkan;

b.PPID  mampu  menyediakan,  mengumpulkan,
mendokumentasikan dan menyampaikan bahan dan
produk informasi secara cepat dan tepat waktu; dan

¢. PPID mampu memberikan pelayanan informasi secara
cepat dan tepat waktu dengan biaya ringan dan cara
sederhana.

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam pengelolaan informasi
dan dokumentasi meliputi pengelolaan pelayanan
informasi dan dokumentasi, Penetapan pejabat pengelola
informasi dan dokumentasi, koordinasi dan tata kera,
keberatan dan penyelesaian sengketa, pembinaan dan
pengawasan, pelaporan serta pembiayaan.

BAB IV
PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

Pasal 5

(1) Pengelolaan dan  pelayanan informasi can
dokumentasi dilaksanakan oleh seluruh SKPD lingkup
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Pemerintah Kabupaten Dompu

(2) Pengelolaan  dan  pelayanan  informasi  dan
dokumentasi aebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan pedoman pengelolaan,

(3) Pengelolnan  dan  pelayanan  informasi  dan
dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui kegintan :

a. pengumpulan informasi;

b. pengklasifikasian informasi,

¢, pendokumentasian informasi; dan
d. pelayanan informasi.

(4) Pedoman pengelolaan dan pelayanan Informasi dan
dokumentasi di lingkungan Pemerintah  Knbupaten
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) tercatum dalum
Lampiran yang tidak terpisahkan darl Peraturan
Bupali ini.

BAB V
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu
Penetapan Pejabat Pengelola

Pasal 6

(1) Untuk mengelola informasi dan dokumentasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu ditetapkan
PPID Kabupaten dengan Keputusan Bupali,

(2) PPID Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berkedudukan di Kantor Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu,

(3) PPID Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diketuai oleh kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu.

(4) PPID Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah sebagai Atasan PPID.

Pasal 7

(1) Untuk membantu  pelaksanaan tugas PPID
Kabupaten  serta dalam rangka mempermudah

pelayanan dan penyampaian informasi dibentuk
PPID SKPD.

(2) PPID SKPD secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

(3) PPID SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di SKPD lingkup Pemerintah
Kabupaten.
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(4] PPID SKPD  sebiggnimans  dunaksel  peils
merupaknn  pejalal  yane e laEsainEal e
fungs PPID i Satuan Kerjanys dan memmilien korege e
i udang pengelolivan informanse prabdike dan deime ntas
serta [ELih‘Ullhuln ;r!.w.nrmn indorrman prabilik

(5) PPID SKPD  sebagmmana  dimaksud  pada aynt 1)
bertanggungawab kepada Kepala SEPD

Bagian Kedua
Susunan Organisas

Pasal B

(1) Susunan organisasi PPID - Kabupaten  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 terdin dan,
1. Atasan PPID;
2. Tim Pertimbangan,
3. Ketua PPID;
4, Sekretans PPID,
5. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informan,
6. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi; dan
7. Bidang Penyelesaian sengketa.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas PPID
Kabupaten  ditetapkan  kesekretariatan  dengan
Keputusan Bupat.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9
(1) Tugas Pokok PPID Kabupaten adalah sebagail benkut
a. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan
pengumpulan bahan informasi dan dokumentas

dari PPID SKPD;

b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan
dan memberi pelayanan informasi kepada publik;

c. melakukan verifikasi bahan informasi publik ;

d. melakukan uji konsekuensi atas informas1 vang
dikecualikan;

e. melakukan pemutakhiran informasi  dan
dokumentasi;

f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk
diakses oleh masyarakat, dan

g. Menectapkan DIP SKPD Lingkup Pemerintah
kabupaten Dompu.

(2) Fungsi PPID Kabupaten yaitu:

1. penghimpunan informasi publik dari seluruh SKPD

di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

r
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2. penataan dan penyimpanan informasi publik yang
diperoleh  dari  seluruh  SKPD  di  lingkungan
Pemerintah Kabupaten,

3. pelaksanaan  konsultasi  informasi  publik  yang
termasuk  dalam  kategori  dikecualikan  dan
informasi yang terbuka untuk publik;

4. memiasilitnsi penyelesaian sengketa informasi,

Pasal 10

Tugns dan fungsi PPID SKPD yaitu mengelola dan melayam

informasi publik serta dokumentasi di satuan kerjanya yang

meliputi :

a. penyedinan, penyimpanan, pendokumentasian, dan
pengamanan informasi;

b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;

c. pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan
sederhana;

d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan informas:
publik;

e. pengujian konsekuensi;

f. pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya,

g. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis
jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik
yang dapat diakses; dan

h. penetapan  pertimbangan tertulis atas setiap
kebijakan yang diambil untuk  memenuhi hak
sctinp orang atas informasi publik.

BAB VI
KOORDINASI DAN TATA KERJA

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Atasan PPID SKPD wajib
menerapkan  prinsip  koordinasi, intergrasi, dan
sinkronisasi baik interm maupun antar SKPD sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Atasan PPID Kabupaten bertanggungjawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan
memberikan bimbingan dan petunjuk dalam rangka
neneelnlaan dan nelavanan informasi dan dokumentasi.
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BAB VII
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 12

(1) Setiap  Pemohon Informasi  dapat  mengajukan
keberntan  secara  tertulis  kepada atasan  PPID
berdasarkan alasan berikut:

n. penolakan atas permintaan informasi;

b. tidak disediakannya informasi berkala;

¢, tidak ditanggapinya permintann informasi;

d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana
yang diminta;

. tidak dipenuhinya permintaan informasi;

{. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang
ditetapkan.

(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sampai dengan hurufl g dapat diselesaikan secara
musyawarah oleh kedua belah pihak.

=

Pasal 13

(1) Keberatan diajukan olech Pemohon Informasi dalam
jungka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerjn
setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruf a.

(2) Atasan PPID memberikan tanggapan alas
keberatan  yang diajukan oleh Pemohon Informasi
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerjn sejak diterimanya keberatan sccara tertulis.

Pasal 14

(1) Upaya penyelesaian sengketa informasi publik
diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi apabila
tanggapan Atasan PPID atas pengajuan keberatan
tidak memuaskan Pemohon Informasi.

(2) Tata cara pengajuan keberatan dan

penyclesaian sengketa informasi dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB VIl

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan
pengawasan dalam rangka  penyeclenggaraan,

i
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Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Dompu (Berita Dacrah Kabupaten
Dompu Tahun 2012 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Dompu

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 26 Juni 2043

BUPATI pompu, *

>

PVH. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 26 Juni 2013

SEKRETARIS D/ ABUPATEN DOMPU,

H. AGUS BUKHA!

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2013 NOMOR 13

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

CAMPIBAR FEBEV W00 W ¥hi) g e
[ D Mot e
VAN A e Vi ey

TR g, ”"'#“'ﬂ#."f"" L "I " ErNT Y .k . L
UYL RN U U Y Y S B p ey

FRIANITN VRO Rid g ais ol sidim sk v R i
Vil LAV 0 00 PRUB B it patw w4 b 3 AP

Wbk
Pravi g b pi i

i banlisa Vo iopasa iy
Ibanam  vai sjmbas.  pai p s ok wvam iy e
(A oppiilmbigpl, el dai. hp hgpe  iesbaresps M  mam e deh
Il i 1l iws s, a8 abads siiidswivd e, soidive Mane o lomman
L R L L )
Wby gy, el dadid ey wow  wmew gpdvan
L L B T LR T
Valiaminam  puly 1aig pudin lawi . PR paeg Mbavdas Asagan
DAt utall il wloneb  sigmini fas wugpssian ot Aan Sal
Poani Wutiona el banibmne pai pasav smoshaend Aalam 26V A gmr.
letiimuyutonal laloigis fai tmiaguin Fidan's domn Aav  Lwmitan
Trliamass WIniegd sl sty Budiadwirgs  wlaial  A0stanlianvips
Vivelatig Vndeig Wnioa (8 Vb b 24 asdang Favads Juane aleamun
Palilile yoig Matbuant st s B g AAat Caa BEHR PR ATARATR
yulif bmie Al \a sl gy o emets (gl [sibaves| Ml SRR AGAT
PO o MR o il S ah ad Wl WP At e P R e
il mtbati  pmitame e wivsa’ Gt WAl AR 2V R AY,
yrlidie Pemlariwruen 1A g Lindiwr g Yemaep (A Tariw ST rarang
Keterhnibaats lnbsman ¥ oue WV, ndn tavaqums Ve boril MO0 0G
e L L Y L L L T T P e
Lo nia, bhiawintige 4 lpmiges | oodimtq  sadimi g 0o TRl amNAE Var
lardasan hurum Uhadey tar Wty Ay WK pemgprniar,
adrtnam praidin A s Wty Balar. P SNE WAL N semap YAl
dalamn maeniyediabat, dar. aiupats AINIRLE A0 AR AW N P2 AlA
crpal, epat wekti, lampa fogas dat fale MEAR N
Sewial ketentuen dalem Ferwtuewe, Marser. [paes Beger. Negrep
Tahun MG wntsny Pedeman, Fergrviane  reswparar,  (nfeemam
Lobormass dan Dogumarnias A Largpongpr. {owarsotar, [ Neger,
dan Pemenntahan eetsl, dunara wat, vty Caqgpn PAL metepengme,
O B T T T L T e i T A A e
kepada publik Terwast dengar Lugpa wrwtn g Peratafar, Kartsgmten
Diomigra menetapens Pedestue, Pergrviant, |tleeman dat, [2iesiersam
a Lingkungsn Pemeridtad Kateogmren, Lrmmgri  Trmegpn sdarogs
prdoman i, diharepear, engletsrtan L odaeg odarq Kottty icann
Informas Publik depet berpaian ol dan hwe tale pitkie tethadag
formast yang Drriusites s ars fyets 0T s

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

2 Makwad den Ty

1 2 1 Makwad

Praoman Penpridast e mom G Srucmenies fimsematian s
souan hag WOURE Ntaen hetw Peatger Seeat 0T Gan
PETAVPdIRAT PENEUITUNUAT, S iaamie et Gt ST AT
werln penetapan Prinbet Pergmis milrmen Ga Sasmenas

V.32 Tuyunn

a Satusn  heme Fermngir Deemwt memon menestisuce
meACUMPUKET. MENGCLUTETInGE GeT DT ETGeaMGr nilrmam
teniang ke@uian dat Priul Ame et wmETy BV Gat rlaw
memvesathnn

h Satuan  hems Porangior Deewt Tt meemvetlaucn
mrngumpadlban. IrmdhcUmmIERaT GET  TETVENDRKGT  Aran
dan produk midtmas seonTe trpet G0 WTNE Wl

¢ Peoabal Pengrinis Inlormes dat Saviumeiim TEmON BT dGn
priavanan miormes o™y orpar tam WIEC VAMTL. U@ T
AINEAN GAR CATE MeOC~hintik

BaB L
ORGANISAR] PELAY NN INPOWRINGAE

Penurnpukkan can pencupar P s s W0 BOT
didakukan dengan mMEMDCUMLENEET  TTIMAN] Nl TWmanmo
vang dimille poebal lersebal antue TmACAeRT @R Emar
satuan kepa dan ung polakom: wens 4 Secmr Tunle ang
bersangkutan dalam melaksanskar peanvene: mnrmms >l

21 Kntena PPID
a PPMID merupakan pophs! sTukhra wvog GmnpUe G
melaksanakan tucss dan funew pEAfTOUART TRT PRANLIET UOTTam
publik di ngkungan Pemermiat  Labipuns Snmo
b PPID dutamakan yvang memilie mperms 4 hoacy JTI@ESOSas
dokumen, pengalahan datz, PLFVANED MITTILS.
2.2 Kedudukan dan Nenetapan
a PPID Kabupaten berkedudukss o Kumir ODwums  SeSudongne
Komunikas: dan Informatics Xadapates Dmmpa
b. PPID SKPD masmng -masmg herketasuas 4 ooy SO0
¢. Penctapan dan pemberhentan PPD Sahopeor:  J0racuan emgmn
Keputusan Bupat Dompu

2.3 Susunan dan tugas:
Dalam melaksanakan tangrung J@wad. Tugms., it weweSampTr. RO
Kabupaten terura dalam sebuah strucnyr srpamses wdagu el
a. Awmsan PPID,
b. Tim Perumbangan Pelsyanan Injormas
c. Ketua PPID Kabupaten

-
e

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

. ‘*m
¢ ﬂm M‘“'ﬂdﬂ'm

Mudang Dokrumentam dan Mrisvanan indwmas rerg et
Gan koordinator,  dgabe! Oh  Kepels Metang Serwne
hemundas Deuminas informes pede Dwes Prrv bnges
hmhnmww Imenge, Gar S
OFang angRota, yvang dgabat oleh Kepuia sebm Dobumenian
dan  Publiam  Dinas  Perhubungss Lemunsas  dar
Informatika Kabupaten Dompu, dan Kepais b Dages
Dokumentasi, Pengolahan Data Eleltrond 4o Lavesan
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Bidang Pengolah Data dan Klasdfikas Informas. vang terdin
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Pelaporan dan Penclitian dan Pengembangan pada Bappeda
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- e e )
L T AR
"——
[T
Baas
[ T
.
e e
o
L B T
r
' —i—
Ry L. __--'- L L]
= _':.1"'_ Tl prep e tams

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Peruclasan Steuktur PPID Kabyupaten

1 Atasan PPID

Jabatan ini merupakan penentu dalam pengambilan kebyakan apainia
muncul masalah dalam pengelolaan dan pelayanan informas: dan
dokumentasi, termasuk dalam hal menentukan klasifikas informas
Dalam menjalankan tugasnya, Atasan PPID iny berkoordinasi dan dapat
meminta masukan dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Tugas utama Atasan PPID ini adalah:

n. menerima keberatan atas penolakan dan pemohon informas: publik;

b. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemahon
informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (uga puluh| han kena
sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis,

¢. Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi publik;

. Memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penectapan daftar
informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dan PPID Utama.

2 Tum Pertimbangan
Anggota dari Tim Pertimbangan ini adalah tiga orang Asisten, lima orang
Staf Ahli pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu dan Inspektur
Inspektorat Kabupaten Dompu. Penunjukan dan pemberhentian Tim
Pertimbangan Pelayanan Informasi ditetapkan dengan Keputusan Bupau
Dompu

Tugas utama dari Tim ini adalah:

a. membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;

b. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur
dalam Panduan ini.

3. Ketua PPID

Melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas pokok dan fungs:
dalam pengelolaan dan pelayanan informasi. PPID Kabupaten diketuai

oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Dompu.

Fungsi dan Tugas
a.Tugas Ketua PPID yaitu merencanakan, mengorganisasikan,
melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemenintah
Kabupaten Dompu.
b. Fungsi Ketua PPID yaitu :
1. penghimpunan informasi publik dari seluruh SKPD di lingkungan
Pemerintah  Kabupaten Dompu;
2. penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dan
seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu;
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Gutir peluesanments togas dan Tungaitiya Sekretania dibantu oleh

T wretnrint gutig et dar
Vogmin Sopretanint gang dyatmt oleh KABID SKDI pada Dinas
e rhyabestgan Keatatieam dan nformativa Katrupaten Dompu;

s Veentinmitn Unt Pelayanan [edoumentass dan Informasi yang

i atmt Kegmla Seem Pengelolaan Infurmasi dengan dua orang staf
gdin Tonms Pethoatrangan kottunicas dan Informativa Kabupaten
Lratigrs,
Veandinwten Unt Vergeda Dekurnentast dan Arsip  yang dijabat
ety Magmin Seum Detumertam dan Puthivas dengan dua orang
vinl, peda [ntas  Perhiubrangan komurikase dan  Informatika
vutvigmteny et

4 Veendimatin Uit pengaduan sengeeta yang dijabat oleh Kepala
wew wtana Keanurneam dengan dua otang  staf, pada Dinas
e svastratgan kttatieas dan Informatica Kabupaten Dompu;

Tosgan Kewwaretmiran ymitu

| welakasnaian  penyedman, pengelolaan, dan  pelayanan
e rran dan ddeumentas,

7 telakaanakan weendinas  dan  konsolidasi  dalam  rangka
pengungriian informast dan dokumentasi,
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J melaksanakan  administrasi  dalam  cangha  penyedinan
pelayanan informas dan dokumentasl,

4 melaksanakan pelaporan kegatan pelayanan informas

menenma  pengaduan dan atau keberatan  atan  pelavanan

informa,

6 melaksanakan tugas-tugas lun vang diberikan oleh ketua I'MD
habtupaten

w

5% Bdang Dokumentas: dan Pelavanan Informasi

Tugss dan Fungs Bidang Dokumentasi dan Pelayanan Informas
1 Tugas Didang Pelayanan dan Dokumentasi Informast yaltu menylmpan,
mendokumentasikan, menvediakan dan/atau memberikan pelayanan
Informasi kepada publik
2 Fungs Bidang Pelavanan dan Dokumentasi Informasi yaitu
o Pelaksanaan perencanaan program di Didang  Pelayanan  dan
Dokumentas: Informas,
Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi,
¢ DPengelolasn  dan  pengembangan di  bidang Informasi  dan
dokumentas: publik,
d Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi,
¢ Penyediaan informas: dan dokumentasi dalam rangka pelayanan
informasi publik; dan
{  Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik.

6. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi

Tugas dan Fungsi Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi.

a. Tugas Bidang Pengolan Data dan Klasifikasi Informasi yaitu mengolah
dan memben  peloanan  konsultasi  klasifikasi  informasi  dan
dokumentas

b Fungs Didang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi yaitu :
| Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pengolah Data dan

Klasifikani Informan,

Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;

Inventarisas: pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam
rangka memenuhi permohonan informasi,

s

7. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Tugas dan Pungw Bidang Penyclesaian Sengketa Informasi:
| Tugas Budang Penyelesaian Sengketa Informasi melaksanakan
advokam penyelesaian sengketa informasi publik.
2 FPungw Bdang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu :
a Pelaksansan perencanaan program  Bidang  Penyelesaian
Sengheta Informas,
b Pelaksansan koordinas dalam rangka penanganan penyelesaian
sengkrta informass,
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1. Tugan dan Fungsi PPID SKPD
a. Tugas PPID SKPD yaitu mengelola dan meleyan imbormas prabiih arrta
dokumentasi di Satuan Kerjanya
b. Fungsi PPID SKPD yaitu :

2.

a.

Fcnmdfn“nkﬂiilﬂ dan pengumpulan data dan infrmas puble &
Satuan Kerjanya,

Pengolahan, penatann dan penyimpanan data dan/atau informas
public yang diperoleh di Satuan Kerjanya,

Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang
termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka
untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;

Penyelesainn sengketa pelayanan informasi;

Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan
pelayanan informasi publik serta dolumentasi.

2. Kedudukan dan Penetapan PPID SKPD :

a. PPID SKPD berkedudukan di SKPD masing-masing. ‘
b. PPID SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja
Perangkat Dacrah,

BAB 111
MEKANISME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN,
PENDOKUMENTASIAN DAN PELAYANAN INFORMASI

Pengelolaan dan pelayanan informasi di seluruh satuan kerja di Pemerintah
Kabupaten Dompu dilakukan melalui kegiatan yang meliputi :

sShogy

pengumpulan informasi;
pengklasifikasian informasi;
penyusunan Daftar Informasi Publik;
pendokumentasian informasi; dan
pelayanan informasi.

Pengelolann dan pelayanan informasi dilakukan secara manual maupun
menggunakan perangkat teknologi informasi untuk membantu proses
schinggn lebih efisien, cepat dan mudah.

3.1  Pengumpulan Informasi

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap SKPD di lingkungnrf
Pemerintah Kabupaten Dompu dalam kegiatan pengumpulan informasi
adalah:
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Pengumpulan informasi  merupakan  aktivitas P T e
kegiatan yang telah, sedang dan vang akan dilaksanakan obeb sty
satuan kera

Informass yvang dikumpulkan adalah informasi yang teskusiitas e
relevan dengan tugas pokok dan fungs) masing masing S8 11
Informast vang dikumpulkan dapat bersumber dan pejabat dan
arsip, baik arsip statis maupun dinamis

Pejabat sebagmmana dimaksud dalam hurul ¢ meripakan pejaba
vang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungs
di Satuan Kenanya, sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan
arsip vang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungs
Satuan Kena bersangkutan

Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan
sebagal benkut -

L. Mengenali tugas pokok dan fungsi Satuan Kerjanya,

2. Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerjanva,

J. Mendata informasi dan dokumen vang dihasilkan,

4 Membuat daftar jemis-jemis informasi dan dokumen

Alur dan Mekamsme Pengumpulan Informasi

Alur informas: dalam rangka proses pengumpulan informasi yang
berada discuap SKPD di lingkungan Pemenntah Kabupaten
Dompu, divisualkan dalam bagan sebagai berikut ;

Penjelasan bagan

Alur informas: publik sebagumana digambarkan dalam bagan

tersebut diatas, menunjukkan bahwa :

a. seuap informasi publik di unit kerja SKPD merupakan tanggung
Jawad pimpinan SKPD.

b seuap informas: publik vang dikelola oleh SKPD merupakan satu
kesatuan informasi dan  masing-masing satuan  kena
dibawahnya.

c. seuap informas: publik di unit SKPD di sampaikan ke Pusat Data
PPID SKPD.

d setap informas: publik yang diterima oleh Pusat Data diolah dan
disediakan untuk kepenungan pelayan informasi yang dilakukan
oleh PFID
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c. setap miormasi publk yang ada pada seuap PPID SKPU
disampaukan kepada PPID Kabupaten,

3.2 Pengklasifikasiarn Informaw

a. Pengklasifikasian informam  diakukan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlalou

b. Usulan klasifikasi informas: disjukan oleh SKPD yang memulic

¢. Penetapan Klasifikas: informasi dilakukan melalui rapat pimpunan

d. Dalam proses pengidasifikasian, informam dibag menjadi dus
kelompok, yutu informas: yang bersifat publik dan miormam yang
dikecualilkan

c. Informas: yang bermiat publik dikelompokikan berdasarkan subyek
informas: sesuai dengan tugas pokok, fungs dan kegatan scuap
saruan kema, meliputi:
1. Informasi yang wa;ib diseciakan dan diumumican secara berkals

terdin atas

a informas: tentang profil Pemenntah Kabupaten Dompu, yang
meliputs informas: tentang kedudukan atau domusli beseris
alamat lengkap, ruang lngicup kegiatan, maksud dan tujuan
tugas dan fungsi serta unit-unit dibawahnya, struktur
organisas: dan gambaran umum Uap satuan kenja,

b nngkasan informas: tentang prograrmm dan/atay kegatan yang
sedang dpalankan dalam lingikungan Pemenntah Kabupaten
Dompu,

c. informas: tentang penenmaan calon pegawal dan/atau pejabal
Pemenntah Kabupaten Dompu;

d. informas: tentang laporan keuangan yang meliputi rencana
dan laporan realisasi anggaran, neraca dan daftar aset dan
Investas:,

¢ nngkasan tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebyakan
yang mengkat dan/atau berdampak bag publk yang
dikeluarian cleh Pemenntah Kabupaten Dompu;

{. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh [nformas:
Publik, sera twata cara enpgajuan keberatan serta proses
penyelesaian sengicera Informami Publik benicut prthak-pihak
yang beranggungawab yang capat dhubung:

g mformas: tentang t:aia cara pengaduan penyalahgunaan
wewenang atau pelanggaran yang dilalrulkan baik oleh pejabat
Pemerintah Kabupaten Dempu maupun pihak yang
mendapatican mn atau perjanpan kerja dan Pemenntah
Kabupaten Dompu,

h. miormas: tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
scsual dengan peraturan perundang-undangan terkast:

1. miormasi tentang prosedur permngatan dimu dan prosedur
cvakuasi keacdaan cdarurat di seuap kantor Pemerintah
Kabupaten Dompu.
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hutan karena fuktor alam, hama peoyakit tanaman, epideml,
wabah, keyadimn laar bivsa, kepadinn antorikou oton benda
bendu nngkasa,

b mdormmsi tentnng keaduoan bencanm non alomm seperts egagalon
industed atan teknolog, dampake adusto, ledaknn ok,
pencemuaran lngkungan dan keginton keanton thsnn,

¢. bencana sosml sepertt kerunuhan sosial, konfhk somnl antar
kelompok ntau antar komunmitas masyarakal dan teror,

d informas tentang e, perscboaran don doerah yong mengndi
sumber penyakit yang berpotenst menualor,

e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi
oleh masyarakat, ot

. anformasi tentang rencann gangguan terhadap utilitnn pubilik

2 informasi Publik yang wapb tersedin setinp sont paling kurang teedin
atas:

a. daftar Informasi Publik  yong berada di bawah penguansaan
Pemerintah Kabupaten Dompu, tdak termasuk informus yany,
dikecualikan.

. informasi tentung peraturan, keputusan doan/oatnn kebijakan
Pemerintah  Kabupaten  Dompu  dan  latar  belakang,
pertimbangannya,

c. surat-surat perjanjian Pemerintah Kabupaten Dompu dengan
pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya,

d. surat  menyurat  pimpinan  atau  pejabat  Pemenntah
Kabupaten Dompu dalam rangka pelaksanaan tugan pokok dan
fungsinya;

c. syarat-syarat  perizinan, zn o yang diterbitkun  dan/atan
dikeluarkan Pemenntah Kabupaten Dompu berikut dokumen
pendukungnyu, dan laporan penaatan izin yong diberikan;

{. data perbendaharaan atau inventaris Pemerintah Kabupaten
Dompu;

g. rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Knbupaten
Dompu,

h. informasi mengenai kegintan pelayanan Informasi Publik yang
dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan [nformasi Publik
yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang
menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya,
anggaran layanan Informasi  Publik  serta  laporan
penggunaannya;

i. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;

j. informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka  bagi
masyarakat berdasarkan mekanisme Kkeberatan dan/atau
penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukann

Informasi Publik (UU KIP).
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4 Informasi Yang Dikecualikan

Informasi Publik dikecualikan secara limitatif berdasarkan pada
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, yaitu apabila dibuka dapat:

a.
bl

"o on

?"_:'

menghambat proses penegakan hukum;
mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan

intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tdak
schat;

membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
mengungkapkan kekayaan alam;

merugikan ketahanan ekonomi nasional:

merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan
kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

mengungkap rahasia pribadi sescorang;

memorandum atau surat-surat antar Pemerintah Kabupaten
Dompu atau intra Pemerintah Kabupaten Dompu yang menurut
sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi
atau Pengadilan.

Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
Undang-Undang.

3 Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)

DIP adalah hasil dan kegiatan klasifikasi informasi. Alur Penyusunan DIP
Kabupaten Dompu dapat digambarkan sebagai berikut:

Alur Penyusunan Daftar Informasi Publik

PPID SKPD PPID Kabupaten

Form Dol din
Frownu
P

o \
| ] Mengeuenashon foem 00 |
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» «of lAsan
. Menginmkan Form Daltar Informasi Publik 1

PHD Kabupaten menginimkan Form Daftar Informasi Publik kepada

D SKPD dan/atau pejabat fungsional pada satuan kerya dan unit

pelaksana teknis

5 Melengkapt Form Daftar Informasi Publik
PPID SKPD dan/atau pejabat fungsional mengsi atau melenghkap
istan Form Daftar Informasi Publik.

¢ Pengembalian Form Daftar Informasi Publik

PPID SKPD dan/atau pejabat fungsional mengirimkan kembali Form

Daftar Informasi Publik yang telah dilengkapi kepada PPID

Kabupaten. Penginman kembali itu dapat dilakukan, sebagaimana

pengirimannya kepada PPID SKPD dan/atau pejabat fungsional,

secara manual maupun elektronik.
d  Venflikasi Form Daltar Informasi Publik

PPID  Kabupaten melakukan venfikasi terhadap Form Daltar

Informasi Publik yang berasal dan PPID SKPD dan/atau pejabat

fungsional.

| Venfikasi dilakukan oleh PPID Utama, mengacu pada UU KIP dan
Peraturan Komisi Informasi Nomor | Tahun 2010, dan dengan
melibatkan pithak-pihak terkait, seperti Atasan PPID SKPD, dan
dapat jugn melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan Informasi.

2 Venfikasi dilakukan oleh PPID Kabupaten sesuai ketentuan
perundang-undangan, UU KIP, Peraturan Komisi Informasi No. |
Tahun 2010 dan melibatkan pihak-pihak terkait seperti Atasan
PPID SKPD, Bagan hukum dan Tim Pertimbangan pelayanan
informansi terkait.

1 Venfikas: dilakukan juga menyangkut informasi  yang
dikategonkan scbagai informasi yang dikecualikan oleh PPID
SKPD. Dalam tahap ini PPID Utama melakukan uji konsekuensi
terhadap informasi yang dikategorikan sebagai informasi yang
dikecualiian tersebut.

e. Penctapan Daftar Informas Publik

Venfikas: yang dilakukan oleh PPID Kabupaten terhadap usulan

Daftar Informasi Publik dan PPID SKPD dan/atau pejabat fungsional

akan ditetapkan oleh PPID Utama, melalui surat penetapan DIP,

dengan persetujuan dan Sekretanis Dacrah sebagai Atasan PPID

Kabupaten , sebagm Daltar Informasi Publik dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Dompu.

Penginman Daftar Informas: Publik

PPID Kabupaten mengirimkan Daltar Informasi Publik kepada PPID
SKPD dan seluruh unit kena dilingkungan Pemerintah  Kabupaten
Dompu. Hasil penetapan Daftar Informasi Publik tersebut dikirim
olech PPID Kabupaten kepada PPID SKPD dan/atau pejabat
fungsional di seluruh unit kerja, baik berupa satuan kerja maupun
unit pelaksana teknis, dalam lingkungan badan publik yang
bersangkutan.

14 Pendokumentasian Informasi
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pandkumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan

abrinant, catatan dan/ataw keterangan yang dibuat dan/atau diterima

et SR ingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu guna membantu

ey dalame melayani permintaan  informasi.  Pendokumentasian

avtormiant dilaksanakan sesual dengan peraturan perundang-undangan

pictng kearsipan dan peraturan di bidang tata persuratan yang berlaku

A linghungan Pemerintah - KABUPATEN DOMPU

ahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi

4 Deaknpsi Informam,

i Hetiap SKPD O membuat  nngkasan  untuk  masing-masing jenis

TTHURNTETS

Venlikast Informasi:

A Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegatannya

¢ Otentikast Informasi:

i Dilakukan untk menjamin  keashan informasi melalut validas

informasi oleh setiap satuan Kerja.

hodefikasi Informasi :

I Untuk mempermudah pencarian informasi vang dibutuhkan,
maka dilakukan kodefikasi,

2. Metode pengkodean ditentukan oleh masing-masing Satuan Kera.

b Penataan dan Penyimpanan Informasi,

=

5 Pelavanan Informasi

a1 Mekanisme Pelayanan Informasi

Untuk  memenuhi  dan  melayani  permintaan  dan  kebutuhan

pemohon/pengguna  informasi  publik, PPID melalui desk layanan

informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan melalu
media cetak dan elektronik:

a. Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publk
yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme
pelayanan sebagai benkut:

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi dan mengs:
formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP
pemohon dan pengguna informasi.

2. Petugas  memberikan  tanda  bukti penenmaan permintaan
informasi publik kepada pemohon informasi publik.

3. Petugns memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai
dengan formulir  permintaan informasi publik yang telah
ditandatangani oleh pemohon informasi publik.

4. Petugns memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yvang
diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Apabila informasi
yang  diminta  masuk dalam kategon dikecualikan, PPID
menyampaikan alasan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.

5, Petugns memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik
kepada Pengguna Informasi Publik.

b, Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu
informasi publik yang tersedia dan diumumkan sccara berkala

dilayani melalui website www.dompukabgoid dan atau website

M

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

punas Perhubungan Komunikast dan Informatics Kaboipuien g,
dan atau website PPID Enbupsten, dan medin eatak pung e s
Alur Kenja Pelayanan Informasi Publik Pejabmt Pengeloia nbormes
Dan Dokumentasi  Dilingkungan Pemetintah Kalrapmien Lanp
diatur lebih lanjut dalam Bandar Operasiimal Prosedore Pelapanan
Informasi  Publik dengan Kepuatusan  fSekietaria Linetaly eivken
Atasan PPID

i 2 Jangka Waktu Penyelesaian

a. Proses  penyelesaian  untuk  memenuhl  germantasn  pEtal
informasi publik dilakukan setelah  pemohon informast gt
memenuhi persyaratan yang lelah ditentulkan

b Waktu penyelesaian dilsksanakan puling lambat 10 (segalub) ban
keryn sejuk permohonan diterima oleh PPID. PPID wapib menaniyggain
permintaan  informasi  melalul  pemberitahusn tertuls
Pemberitahuan  ini meliputl  permintsan  informase  ditenima,
permintaan  informasi  ditolak, dan  perpanjangan  waz'u
pembentahuan permohonan diterima atsu ditolak.

c. Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka wselambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama dibenkan

d. Jika permohonan informasi  diterima, maka  dalam  sura
pemberitahuan juga dicantumkan materi informan yang, diberican,
format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertalis,
serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atsu
perekaman. Bila permintaan informasi ditwlak, maka dalam sura!
pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarian UU
KIP,

6 Penyelesaian Sengkela Informasi
Penyelesaian sengketa informasi melalui Mekanisme sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa informasi diajukan kepada Komisi Informas
Provinsi dengan memenuhi ketentuan Peraturan perundang -
undangan

2. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;

3. PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk
disampaikan kepada Atasan PPID;

4, Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Infurmas
Provinsi, PTUN, dan MA, maka Bidang penyelesaian Sengketa PPID
kabupaten melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian
sengketa informasi.

BUPATI DOMFU

=T

H. BA.HBANG M. YASIN
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